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PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah penulis uraikan tentang permasalahan demmgsalahan yang
ada kaitanya dengan judul skripsi melalui pembahatai bab pertama
sampai bab terakhir penulis dapat menyimpulkan fagiaehal diantaranya.
1. Menurut Hukum Positif
Putusan pengadilan Negeri Semarang dengan PerkanaoriN
425/Pid.B/2010/PN. Semarang yang berupa kejahatmuskaan yaitu
memaksa melakukan persetubuhan dengan wanita yas rdibawah
umur dengan vonis 7 tahun penjara dan denda RPO®0@0,- dalam
Pasal 81 (2) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Parhigdn Anak jo Pasal
64 Ayat (1), masih kurang obyektif, karena kejahayang dilakukan
sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perkossperti yang
dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undangriderigan Anak
yaitu berupa "dengan sengaja atau ancaman kekenasaraksa seorang
wanita dibawah umur mengadakan hubungan kelaminsduwu tersebut
sesuai dengan Pasal 285 KUHP tentang kejahatangzek. Seharusnya
Vonis yang dapat dijatuhkan kepada pelaku sesuagate Pasal 285
KUHP vyaitu 12 tahun penjara atau Pasal 81 AyatU@ylang-Undang

Perlindungan anak yaitu 15 tahun penjara dengaramieahkan kepada
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pelaku ganti kerugian berupa kompensasi, restitdan rehabilitasi,
mengingat korban yang masih berusia 10 tahun dabatakyang

ditimbulkan dari kejahatan perkosaan tersebut, &orbmengalami
penderitaan baik fisik maupun psikis yang berkegaggn bahkan putus
sekolah karena menanggung malu.

Adapun bentuk perlindungan kepada korban tindakarad
perkosaan yang dapat diberikan oleh hukum Postifisa Ganti kerugian
kepada korban perkosaan ada 2 (dua) yakni, Pertan@lalui prosedur
yang sudah ditentukan yaitu berdasarkan Pasal 98ARUmelalui azas
penggabungan perkara gugatan ganti rugi dan bekdasdJndang-
Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan SiaksKorban melalui
LPSK, Kedua, upaya pelayanan oleh Negara dalanmhdiwakili oleh
aparat penegak hukum khususnya hakim dapat mekgtulpidana
tambahan berupa pemberian ganti rugi yang dibeloakkpada pelaku
perkosaan, pemberian ganti rugi semacam ini selvagjaid dan bentuk
perlindungan hukum yang paling nyata terhadap kopgmekosaan.

. Menurut Hukum Pidana Islam

Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidamkopaan
termasuk dalam jarimah zina dan tidak mengenal agébila kejahatan
yang dilakukan itu sudah memenuhi syarat-syaratiggeancaman dan
paksaan maka tindakan pelaku tersebut sudah tegyadalam tindak

pidana zina karena paksaah {Vath bi al Ikrah, sedangkan perlindungan
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yang diberikan kepada korban perkosaan menurutrhugigdana Islam
yakni pelaku perkosaan dapat dijatuhi hukuman bleeatipa hukuman
had yaitu didera 100 kali dan diasingkan selama salwn bagi pezina
ghoiru mukhson atau dirajam dilempari dengan batgda meninggal
bagi pezina mukhson sedangkan korban dari zina ydipgksakan
(perkosaan) tidak dihukum sama sekali, bahkan korkajib diberikan
ganti rugi berupa mahar dan apabila perkosaan ilakukan dengan
penganiayaan maka korban berhak mendapatiigpat, Sedangkan
besarnya ganti rugi tersebut ditentukan oleh hakmalalui konsep
hukumah al’adl.
B. Saran-Saran
Dengan berakhirnya pembahasan ini dari awal hingigfair maka
penulis mempunyai saran kepada pihak-pihak yangpuayai kepentingan
dalam pembahasan ini:

1. Negara dalam hal ini yang membuat undang-undang aganinjau
kembali dan menyempurnakan peraturan-peraturan yaidak
memungkinkan dan menjamin pemenuhan hak-hak daenkegan para
korban tindak pidana, khususnya tindak pidana e agar lebih
memperhatikan korban bukan hanya pelaku saja.

2. Aparat penegak hukum untuk lebih aktif dalam melatisasikan kepada
korban tindak pidana mengenai gugatan ganti yamghsuiatur dalam

Pasal 98 KUHAP dan rugi dan bantuan ganti rugi merkompensai,
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restitusi dan rehabilitasi yang diatur dalam Undaimglang No 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Daarakan agar aparat
penegak hukum memberikan pelayanan kepada korhagn iyeengalami
kesulitan ekonomi, mental, maupun sosial.

3. Apabila dari semua hal ini dijalankan dengan ba#dkankorban kejahatan

pada umumnya akan sangat dilindungi hak-haknya.

Penutup

Demikianlah pembahas karya ilmiah berupa skriggpémulis berharap
kerja keras dalam penyusunan sekripsi ini mendapatispon dari pembaca
baik itu saran maupun kritik demi kesempurnaan |geare ilmiah berupa
skripsi ini. Semoga penelitian ini bisa bergunai lpegkembangan penegakan

hukum di Indonesia.



